ANGGARAN RUMAH TANGGA
WANITA KATOLIK RI HASIL KONGRES XXI
TAHUN 2023

BIDANG ORGANISAS|I CABANG SANTA ANNA
30 AGUSTUS 2025



BAB|  PELINDUNG ( hal.23)

Pasal 1 Santa Pelindung
PelindungWanita KatolikRI adalahSanta Anna

Diperingati setiap tanggal 26 Juli.

BAB || SEMANGAT DAN SIKAP

Pasal 2 Semangat dan Sikap

Semangat perutusan dan sikap Asih-Asah-Asuh merupakan
landasan gerak seluruh jajaran Wanita Katolik RIl dalam

mewujudkan visi dan menjalankan misi.




BAB |l KEANGGOTAAN (hal. 23-24)

Pasal 3 Keanggotaan

1.Cara memperoleh keanggotaan a.Mendaftarkan diri ke
Ranting setempat b. Bersedia memenuhi persyaratan
keanggotaan WKRI

2. Berakhirnya keanggotaan

a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri

c. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran ternadap
peraturan organisasi

3. Kepindahananggota
Anggota yang berpindah Ranting wajib
memberitahukan kepindahannya kepada
pengurusRantingasal.




Pasal 4 Hak dan KewajibanAnggota(hal.24)
1.Hak Anggota:

a. Memperoleh Nomor Pokok Anggota (NPA)
b'Mgenr]lglehrﬂggnd'g'rIfBrganisasi
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2. Kewajiban Anggota

a. Membayariuran

b.MemilikiKartu Tanda Anggota(KTA)

c. Menjaganamabaik Organisasi

d.Menaatidan melaksanakanketentuanAnggaran

Dasar dan AnggaranRumah Tanggaserta
keputusanKongresdan kebijakanDPP ch




BAB IV ORGANISASI (hal. 25)
Pasal5 PembentukanTingkat Organisasi

1.PembentukantingkatRanting,CabangdanDaerah
ataspersetujuanOrganisasisatutingkatdi atasnya,

dengansepengetahuan Pimpinan gerejasetempat
serta wajib dilaporkan kepada Pemerintah setempat.

2. Persyaratan pembentukantingkatOrganisasisbb:

a. TR TR MG o ererpleritiRendatiap
Wilayah kecamatafi, denganketentuansekurang-
kurangnyaterdapat15 (limabelas)oranganggota.




b. Tingkat Cabang (hal. 25)

dapatdibentukdisetiapwilayah Paroki/Stasi
dan/atauwilayah Kabupaten/Kota dengan
ketentuansekurang-kurangnyaterdapat2
(dua) Ranting.

c. Tingkat Daerah

dapat dibentuk di setiap wilayah Keuskupan
dan/atau Provinsi dengan ketentuan sekurang-
kurangnya terdapat2 (dua)Cabang.




Pasal 6 Tugas Kewajibandan Wewenang
Pengurus Pusat (hal. 26)

1. DewanPengurusPusatmerupakanpimpinan

tertinggiWanitaKatolikRI diseluruhlndonesia

2. Dewan PengurusPusat dipimpinoleh Presidium

denganketentuanhanyauntuk2 (dua) kali masa
bakti, sertamelengkapiBadan Pengurusselambat-
lambatnya3 (tiga) bulansetelahditetapkan.

3. TugasKewajibanDewanPengurusPusat:

a.MemimpinWanita KatolikRIl sesuaiAnggaran
Dasar/AnggaranRumahTanggasertaKeputusan
Kongres.

b. MenetapkankebijakanOrganisasi dalam
melaksanaknKeputusan Kongres.




c. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas

k a r y a - k aWray nai tKkaa t o I|IRI1 |Ik.
d. Mendampingi pelaksanaan Konfe
mengesahkan serta melantik Pimpin

e. Melakukankoordinasi,pendampinga
pembinaan terhadappelaksanaandédeaenbi
pr o g r abaerath berikut Calgakgaldn

Rantingnya

f. Membangun dan meningkatkan hubungan kerja sama

dengan mitra kerja atau berbagai pihak tingka

A D J Nawal_ldaan Internasmnﬁ selaras gengoan V|F|-m|13| dﬂn
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4. Dewan PengurusPusat berwenang(hal. 27)
a.MewakiliWanita KatolikRI di tingkat

Nasional danlnternasional.

b. Mengusulkanperubahan/penyempurnaan
AnggaranDasar dan AnggaranRumah
Tangga, kepadaKongres.

c.Menjabarkanstrategikerjayang sudah
diputuskan dalam Kongres.




Pasal 7 TUGAS KEWAJIBAN DAN WEWENANG
DEWAN PENGURUS DAERAH (HAL.27)

1.Dewan PengurusDaerah merupakanPimpinan
Wanita KatolikRItingkatDaerah.

2. Dewan PengurusDaerah dipimpinoleh Presidium
denganketentuanhanyauntuk?2 (dua) kali masa
bakti, sertamenetapkanBadan Pengurus
selambat-lambatnya3 (tiga) bulansetelah
ditetapkan.

3. TugasKewajibanDewan PengurusDaerah:

a. MemimEq n|t Katollk di tingkat Paerah
sesuaikete nggaran asar dan Anggaran

Rumah Tangga serta kebijakan Organisasi.




b. MenetapkankebijakanDaerah untukmelaksanakan
Hasil KonferensiDaerahberdasarkanHasil Kongres.

c. Menjagakeberlanjutandan peningkatankualitas
karya-karyaOrganisasiWanita KatolikRI.

d.Mendampingi pelaksanaanKonferensiCabangdan
mengesahkan sertamelantikPimpinanTerpilih.

e. Melakukankoordinasi, pembinaandan pengawasan
serta memfasilitasi pelaksanaan programdi tingkat
Cabang dan Ranting sesuaihasilKonferensiDaerah

denganmengindahkankebijakanDewanPengurus
Pusat. hal. 28




f. Membangundan meningkatkanhubungankerjasama
denganberbagaipihakdi tingkatDaerahselaras dengan
visi-misidan AD/ART Wanita KatolikRI, sertakebijakan

Dewan PengurusPusat.

g. Melaporkanpelaksanaantugas kerjaDewan Pengurus
Daerahsebagaimandisebutpadaayat 3huruf d, edanf
dalampasalini kepadaDewan PengurusPusat secara

berkala.

h. MempertanggungjawabkanseluruntugasDewan Pengurus
Daerah selamamasa baktikepadaKonferensiDaerah
dan Dewan PengurusPusat.

hal.28




4. Dewan PengurusDaerah berwenang:

a.MewakiliWanita KatolikRI di Tingkat
Daer ah.

b.Menyampaikanusul/saran kepadaDewan
Pengurus Pusat demi peningkatan kualitas
dan perkembanganorganisasi.

c.Menjabarkanhasil Konferda.

hal. 28




PASAL 8 TUGAS KEWAJIBAN DAN WEWENANG
DEWAN PENGURUS CABANG (hal. 29)

1.Dewan PengurusCabang merupakanPimpinan
Wanita KatolikRIdiTingkatCabang.

2.Dewan PengurusCabang dipimpinKetuadan
Wakil Ketuadenganketentuanhanyauntuk2
(dua) kali masa baktisertamelengkapibadan
Pengurusselambat-lambatnya3 (tiga) bulan
setelahditetapkan.

3. TugaskewajibanDewan PengurusCabang:

a. MemimpinWanita KatolikRI di wilayah kerja
Cabang sesuaiketentuanAnggaranDasar dan
AnggaranRumahTanggaserta kebijakan
Organisasi.




HAL. 29, 30
b. MenetapkankebijakanCabanguntukmelaksanakan

hasilKonferensiCabang berdasarkanHasil
KonferensiDaerah dan KebijakanOrganisasi.

c.Menjagakeberlanjutandanpeningkatankualitas
karya-karya\Wanita KatolikRlI.

d. MendampingipelaksanaanRapatAnggotaRanting
danmengesahkan serta melantik Pimpinan Terpilih.

e. Melakukankoordinasi, pembinaandan pengawasan
serta memotivasiterlaksananyaprogramoperasional
di Tingkat Ranting.

f. Membangundan meningkatkanhubungankerjasama
denganmitrakerjadan masyarakatdi wilayah kerja
tingkatCabang selarasdenganvisi-misiserta




g. Melaporkanpelaksanaanprogram kerjaDewan
PengurusCabangsebagaimanadisebutpadaayat3
hurufd,edan f dalampasalini,kepadaDewan
PengurusDaerah secaraberkala.

h. Mempertanggungjawabkanseluruhtugas Dewan
PengurusCabang Selama masa baktikepada
KonferensiCabang dan Dewan PengurusDaerah.

4. Dewan PengurusCabang berwenang:
a.MewakiliWanita KatrolikRI di tingkatCabang.

b. Menyampaikan usul/saran kepada Dewan Pengurus
Daerah demi peningkatankualitasdariperkembangan

Organisasi. Hal. 30




PASAL 9
TUGAS KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN
PENGURUS RANTING (hal. 30-31)

1.Dewan PengurusRanting adalahPimpinan\Wanita

KatolikRI di tingkatRanting.
2.Dewan PengurusRanting dipimpinoleh Ketuadan Wakil
Ketua, denganketentuanhanyauntuk2 (dua) kali masa
bakti, sertamelengkapiBadan Pengurusselambat-
lambatnya3 (tiga) bulansetelahditetapkan.
3.TugaskewajibanDewan PengurusRanting:
a.MemimpinWanita KatolikRI di wilayah kerjaRanting

sesuaiketentuanAnggaranDasar-AnggaranRumah

Tanggadan kebijakanOrganisasi.
b.Melakukanpembinaandan pendampinganserta

memfasilitasi untukmenumbuhkaninisiatif Anggota.




Hal.31

c.Menjagakeberlanjutandanpeningkatankualitas karya-
karyaWanita KatolikRI.

d. Melaksanakanprogram operasionalorganisasihasilRapat
AnggotaRantingberdasarkanhasilKonferensiCabangdan
kebijakanOrganisasi.

e. Membangundan meningkatkankerjasamadenganmitra
kerjadan masyarakatdi wilayah kerjaRanting selaras
denganvisi-misidan AD/ART Wanita KatolikRI serta
kebijakanDewan PengurusCabang.

f. Melaporkanpelaksanaanprogram kerjakepadaDewan
PengurusCabangsecaraberkala.




Hal. 31-32
g. Mempertanggungjawabkanseluruhtugas

Dewan PengurusRanting selamamasa

baktikepadaRapatAnggotaRanting dan

Dewan PengurusCabang.

4. Dewan PengurusRanting berwenang:

a. Mewakili Wanita Katolik RI di tingkat
Ranting.

b.Menyampaikanusul/saran kepadaDewan
PengurusCabang demi peningkatan

kualitasdan perkembanganOrganisasi.




PASAL 10 STRUKTUR KEPENGURUSAN (hal. 32)

DewanPengurus disemua tingkatorganisasiterdiri
atas:

1. Pengurus Inti

2. Penguruslengkap, < o) 11 PENGURUS INTI

1. Di Tingkat Pusat, terdiriatas

a. SeorangKetuaPresidium

b. Dua orang AnggotaPresidium
c. SeorangSekretarisdendral
d. SeorangBendaharaUmum




HAL. 32
2.Di Tingkat Daerahterdiriatas:

a. Seorang Ketua Presidium

b.Duaorang AnggotaPresidium
c.Beberapaorang Sekretaris
d.Beberapaorang Bendahara

3.Di Tingkat Cabang dan Ranting terdiriatas:

a. Seorang Ketua
b.Seorangataulebih\Wakil Ketua
c.Beberapaorang Sekretaris
d.Beberapaorang Bendahara




PASAL 12 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS INTI
(hal. 33)
1.Pengurusinti mewakiliOrganisasidi dalamdan
di luarPengadilandan berhakmenjalankan
segalatindakan, baikyang mengenai
kepengurusanmaupunmengenaikepemilikan,
akantetapiharusmendapatkanpersetujuan
tertulis terlebin dahuludarikeputusanRapat
Pleno Dewan Pengurussesuaitingkatorganisasi
untuk:
- membuatpinjaman tanggunganorganisasi
kepada pihak lain.
-membeliataudenganjalanlain mendapatkan
- menjualataumelepaskanbarangmilik
organisasi
- mengikatorganisasisebagaipenanggung




Hal. 33-34

- menjaminkanbarangmilik organisasi

-memberikandan membukadata basis organisasi

-termasukdata anggota, data keuangandan kebijakan

- —kebijakanorganisasi

2. Untukurusansehari-hari:

a.di Tingkat Pusat,organisasidiwakilioleh Ketua
Presidium dan SekretarisJendraljikamereka
berhalangandapatdiwakilioleh seorangAnggota
Presidium dan Sekretaris.

b.di Tingkat Daerah,organisasidiwakilioleh Ketua
Presidium dan Sekretarisl,jikamerekaberhalangan
dapatdiwakilioleh seoranganggotaPresidium dan
Sekreatrisyang lain

c.di Tingkat Cabang dan Ranting organisasidiwakili
oleh Ketuadan Sekretarisl,jikamerekaberhalangan
dapatdiwakilioleh Wakil Ketuadan Sekr.yanglain




Hal.34
3. Untukurusankeuangan:

a. Di Tingkat Pusat organisasidiwakiliKetua
Presidium dan BendaharaUmum.Jikamereka
berhalangandapatdiwakilioleh seorangAnggota
Presidium dan seorangBendahara

b. Di Tingkat Daerah organisasidiwakilioleh
Presidium dan Bendaharal.Jikamereka
berhalangandapat diwakilioleh seorangAnggota
Presidium dan seorangBendaharayanglain

c.Di tingkatCabangdanRanting organisasidiwakili
oleh Ketuadan Bendaharal. Jikamereka
berhalangandapatdiwakiliolensseorang\Wakil
Ketuadan Bendaharayang lain




PASAL 13 PENGURUS LENGKAP (hal.34-35)
1.Tingkat Pusat terdiridari:

a. KetuaPresidium

b. AnggotaPresidium |
c. AnggotaPresidium Il
d. SekretarisJendral

e. BeberapaSekretaris

f . BendaharaUmum
h. AnggotaDewanPengurusuntukDevisi

g -BendrieagAdministrasiKeuangan




Hal.35
2.Tingkat Daerah terdiriatas:

a. KetuaPresidium

b. AnggotaPresidium1
c. AnggotaPresidium 2

d. BeberapaSekretaris
e. Bendahara

3. Tingkat Cabang dan Ranting terdiriatas:

f. AnggotaDewanPengurusuntukbidang
a. KetuaCabang/Ranting

b. SeorangataulebihWakil KetuaCabang/Ranting

c. BeberapaSekretaris




PASAL 14 SEKRETARIS JENDRAL DAN WAKIL SEKRETARIS
JENDRAL (hal35-36)

1. Sekr.Jend. Dan Wakil Sekr.Jend. Adalahanggota\Wanita Katolik

RI yang diangkatoleh Presidium Dewan PengurusPusat (DPP)
2. SekretarisJendralberkoordinasidenganPresidium untuk
melaksanakantugasdan pembinaandalamhal:

a.TataKelolaorganisasiyang meliputitata-laksanadantatatertib
administrasi, penyimpananarsipdan dokumentasi, kelengkapan
informasidanakurasidata organisasi

b. Penyusunannota kesepakatandan/atauketentuan-ketentuan
dalam kaitan kerja sama organisasi dengan berbagai pihak

c. Perumusantanggapandan/ataupernyataansikaporganisasibaik
dalam menghadapi berbagai persoalan internal maupun ekternal
or ganisasi

d. Penetapan system dan pengelolaan sekretariat Kantor Pusat yang
mendukungterwujudnyaketerpaduangerakorganisasi




PASAL 15 BENDAHARA UMUM (hal.36-37)

1. BendaharaUmum diangkatdarianggota\Wanita Karolik R

oleh Presidium Dewan PengurusPusat (DPP)

2. BendaharaUmum berkoordinasidenganPresidium untuk
melaksanakantugasdanpengembangandalambhal:

a. tata kelola administrasi keuangan organisasi
b.penetapansystem dan pengelolaankekayaanorganisasi

C PR O R R AR RB R aggynojawaban
d. pengelolaankerja samapihakeksternalorganisasidalam
kaitan dengan masalah keuangan dan/atau kekayaan

organisasi




BAB V PELAKSANAAN MUSYAWARAH (hal.37)

PASAL16 HAK BICARA DAN HAK SUARA

DalamRapatParipurnaMasa Bakti:

a. Setiap AnggotamempunyaiHak Bicara

b.HanyaAnggotayang memilikiSurat Mandatsah
sebagaiUtusanmempunyaiHak Suara

c.HakSuaradalamRapatParipurnaMasa Baktidiatur
dengankebijakantersendiri

PASAL 17 KONGRES.

1.Kongresdiselenggarakanolen Dewan Pengurus
Pusat bertempatdi JAKARTA

2.Kongresdipimpinoleh DewanPengurusPusat sesuai
tata tertibyang ditetapkanKongres




Hal. (37-38)

3. PesertaKongresterdiriatas: a.Dewan
PengurusPusat b.Wakil dariDewan
PengurusDaerah c.Anggotayang
menjadiUtusandan

Peninjau

d.PenasihatRohaniDewan Pengurus
Pusat

e.PenasihatOrganisasiDewan Pengurus
Pusat

f.PengawasDewan PengurusPusat




Hal.38
4. Keputusan Kongresdisampaikan kepada

seluruh anggota melaluiDewan Pengurus
Daerah yangberkewajiban menyampaikan
kepada seluruh Cabang di wilayah kerjanya
selambat-lambatnya3(tiga) bulansetelah
Kongres.

5.Blayapenyelenggaraan Kongres ditanggung
oleh seluruh anggota

6.KongreslLuarBiasadapatdiselenggarakan
dalam keadaan darurat yang menyangkut
kelangsungan hidup organisasi,atas usul
tertulisdarisekurang-kurangnya2/3(dua




PASAL 18 KONFERENSI DAERAH (hal.38-39)

1.Konferensi Daerah diselenggarakan oleh Dewan
PengurusDaerah

2.Konferensi Daerah dipimpin oleh Dewan
Pengurus Daerah sesuai tata tertib yang
ditetapkan Konferensi Daerah

3. Peserta Konferensi Daerah terdiri atas:

a.Dewan PengurusDaerah

b.Dewan Pengurus Pusat

c.Anggota yangmenjadiUtusandanPeninjau

d.Penasihat Rohani Dewan Pengurus Daerah

e.UndanganyangditentukanolenDewanPengurus
Daerah




Hal. 39-40
4. Hasil Konferensi Daerah disampaikan kepada Cabang dan
Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3(tiga bulan)
setelah Konferensi Daerah

5. Biaya penyelenggaraan Konferensi Daerah ditanggung oleh
seluruh Cabangdi Daerah yang bersangkutan

PASAL 19 KONFERENSI CABANG

1.Konferensi Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus
Cabang

2. Konferensi Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang
sesuai tata tertib yang ditetapkan Konferensi Cabang

3. Peserta Konferensi Cabang terdiri atas:

a.Dewan Pengurus Cabang

b.Dewan PengurusDaerah

c.Anggota yang menjadi Utusan dan Peninjau

d.Penasihat Rohani Dewan Pengurus Cabang

e.Undangan yang ditentukan oleh DPC




Hal. 40
4. Hasil Konferensi Cabang disampaikan kepada Ranting
dan Dewan PengurusDaerah selmbat-lambatnya3(tiga)

bulan setelah Konferensi Cabang

5. BiayapenyelenggaraanKonferensiCabang ditanggung
oleh seluruhRanting di wilayah Cabang yang
bersangkutan

PASAL 20 RAPAT ANGGOTA RANTING
1. RapatAnggotaRanting diselenggarakanoleh Dewan
Pengurus Ranting

2. RapatAnggotaRanting dipimpinoleh Dewan Pengurus
Ranting sesuaitata tertibyang ditetapkanRapat
AnggotaRanting




Hal. 40-41
3. PesertaRapatAnggotaRanting terdiriatas: a.Dewan
PengurusRanting b.Dewan PengurusCabang c¢. Seluruh
AnggotaRanting d.Undanganyang ditentukanolen Dewan
Pengurus

Ranting

4, RapatAnggotaRanting disampaikankepadaDewan
PengurusCabang selambat-lambatnya3 (tiga) bulan setelah
RapatAnggotaRanting

5. BiayapenyelengggaraanRapatAnggotaRanting
ditanggungoleh segenapanggotaRanting



PASAL 21 RAPAT KOORDINASI TINGKAT NASIONAL
(hal.41)

1. RapatKoordinasiTingkat Nasional selanjutnya
disebut RAKORNAS adalah rapat koordinasi antara
Dewan Pengurus Pusat denganPimpinan Dewan
Pengurus  Daerah se-Indonesia

2. RakornasdipimpinDewan PengurusPusat dan dapat

diselenggarakan2 (dua) kali diantara2 (dua)

Kongres
3. Peserta:

a. DewanPengurusPusat

b. PimpinanDewan PengurusDaerah

c. PenasihatRohaniDewanPengurusPusat

d. PenasihatOrganisasiDewan PengurusPusat




Hal. 41-42
4. TugasKewajibanRakornas:

a. %gﬁﬁgﬁlé?ggvaluasipelaksanaanprogram kerja

b. Memecahkanpermasalahansebagaiakibatdari
dan di luarpelaksanaanprogram kerja

c. Memberikanrekomendasiuntukkongres
berikutnya

5. BiayapenyelenggaraanRakornasditanggung
peserta

PASAL 22 RAPAT KOORDINASI TINGKAT DAERAH
1. Rapat Koordinasi Tingkat Daerah selanjutnya
disebut RAKORDA adalah rapat koordinasi antara
Dewan PengurusDaerah dengansegenap




Hal.42
2. Rakordadipimpinoleh Dewan PengurusDaerah
dapatdiselenggarakan2 (dua) kali diantara2
(dua) KonferensiDaerah

3. Peserta:

a.Dewan PengurusDaerah

b.PimpinanDewan PengurusCabang

c.PenasihatRohaniDewan PengurusDaerah

d.Undanganyang ditentukanDewan Pengurus
Daerah

4. TugasKewajibanRakorda:

a. Mengadakanevaluasipelaksanaanprogram kerja
hasil Konferensi Daerah

b. Memecahkanpermasalahansebagaiakibatdari
dandi luarpelaksanaanprogram




43
c. MenyosialisasikanHasilKongresdan kebijakan
organisasi
d. MemberikanrekomendasiuntukKonferensiDaerah
berikut.
5. BiayapenyelenggaraanRakordaditanggungpeserta

PASAL 23 RAPAT KOORDINASI TINGKAT CABANG

1.RapatKoordinasiTingkat Cabang selanjutnyadisebut
RAKORCAB adalah rapat koordinasi antara Dewan
PengurusCabang dengansegenapPimpinanDewan

2. FeAIEABRIDRAYRooenTIaYaIn Berg Unnaiabssgang

diselenggarakani (satu) kali diantaraduaKonferensi

Cabang



Hal.43
3.Peserta :
a.Dewan PengurusCabang
b.PimpinanDewan PengurusRanting
c.PenasihatRohaniDewan PengurusCabang
d. Undangan yang ditentukan Dewan Pengurus Cabang

4. Tugas Kewajiban Rakorcab:

a.Mengadakanevaluasipelaksanaanprogram kerja
hasil Konferensi Cabang

b.Memecahkanpermasalahansebagaiakibatdaridan di
luarpelaksanaanprogram

c.MenyosialisasikanHasil Kongresdan Konferdaserta
kebijakan Organisasi

5. BiayapenyelenggaraanRakorcabditanggungpeserta




Hal. 44
PASAL 24 RAPATPENGURUS

1. RapatPengurus terdiri atas:

a. RapatPlenoDewan Pengurus
1. RapatPlenoDewan Pengurusmerupakanrapat
untukmenetapkandan memutuskankebijakandi
masing-masing tingkatkepengurusan
2. Diselenggarakansekurang-kurangnya3 (tiga) bulan
sekalidi setiaptingkatkepengurusan
3. DihadiriDewan PengurusLengkap, Perwakilandan
Penasihat

b. RapatPengurusinti
1.Rapatinti merupakanrapatuntukmembicarakan
dan memutuskankebijakanterkaitdenganTugasdan
Wewenang Pengurus Inti
2. Diadakansetiapsaatsesuaikeperluanorganisasi
padasetiap tingkatkepengurusan
3. DihadiriPengurusinti




Hal.44-45
c. RapatKerjaTahunan:
1. Rapat Kerja Tahunan adalah rapat untuk melakukan
evaluasikinerjaPengurusdan menyusunRencana
Kerja danAnggaranTahunan(RKAT)
2. DihadiriPengurusLengkap, Perwakilandan
Penasihat

d. Rapat-rapat lain:
Rapar Panitia, RapatTim, RapatDivisi/Bidangdan
sebagainya sesuai dengan kebutuhan

2. RapatPengurusadalahsahapabiladihadirioleh
sekurang-kurangnya2/3 (duapertiga)darijumlah
anggotapengurus. Apabilaoleh karenasatudan lain
haljumlah tersebuttidak tercapai,makarapat
dinyatakansahjikadisetujuioleh 4/5 (empatperlima)
dari jumlah yang hadir




BAB VI PENASIHAT DAN PENGAWAS (hal45-46)

PASAL 25 TUGAS DAN WEWENANG PENASIHAT

1 .PenasihatRohaniadalahseoranglmamyang ditunjukoleh
pimpinanGerejasetempatatasusulanDewan Pengurusdi wilayah kerjamasing-
masing

2. Tugas dan wewenang Penasihat Rohani:
a.Memberibimbingandan pembinaandalamkaitandengan
penghayatan dan penerapan nilai-nilai Ajaran Gereja
b.Memintadan mendapatinformasitentangberbagai
masalah dan kebijakan organisasi yang terkait dengan
aspekspiritualitas, nilai-nilai, sifatdan pedoman

ber or ganisasi

3. PenasihatOrganisasiadalahseorangataubeberapaorang
yang dianggapahlidan diangkatoleh Dewan PengurusPusat




4.Tugas dan wewenangPenasihat
Organisasi(hal46)

a. Memberikanpertimbangn, saran/masukan
secarateraturdemi meningkatkankualitas
Organisasi baik dalam hal pengelolaan
maupun perwujudankaryapengabdian

b. Memintadan mendapatinformasitentang

berbagaimasalahorganisasi, keputusandan
kebijakanyang sudah/sedang/akan
ditetapkanoleh Dewan PengurusPusat




PASAL 26 KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG

PENGAWAS hal 46

1.Pengawas adalahsatuataulebihperempuan
warganegara Indonesia beragamaKatolikyang
memahamiorganisasidan visimisiWanita Katolik
RI, guna mengawasijalannyaorganisasiselaras
visimisidan peraturanpemerintah.

2.Kriteria Pengawasakandibuatkriteriatersendiri
3.Pengawas dipilihdan ditetapkandalamKongres

4. Tugas dan wewenangPengawas




Hal.46-47
a.Memintadan mendapatkaninformasitentang

berbagai masalah organisasi, keputusan dan
kebijakanyang sudah/sedang/akanditetapkanoleh
Dewan Pengurus Pusat
b.Mengawasisecaraberkaladan sewaktu-waktu
kinerja Dewan Pengurus Pusat termasuk pengelolaan
asset organisasidemi menjaminarahgerak

Organisasi sesuai dengan visi misi Organisasi dan

peraturan pemerintah

c.Pengawas membuat laporan tertulis tentang
pengawasannya dan dilaporkan di dalam kongres




BAB VI PENGEMBANGAN ORGANISASI
DANPENINGKATAN KUALITAS
ORGANISASI hal47

PASAL 27 PENATAAN WILAYAH
ORGANISASI

PenataanWilayah KerjaOrganisasi

disesuaikan denganpemekaran
wilayah pemerintahandan gerejawi
yang diaturdalamketentuantersendiri




PASAL 28 KEMITRAAN (Hal. 47-48)

1. Dewan Pengurusdi setiaptingkatdapatmenjalinkemitraan
atau kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya
mengembangkandan meningkatkankualitaspelaksanaan
program kerja

2.Kemitraan diatursesuaikondisidan situasidi masing-masing

wilayah kerja dan dilaksanakan atas persetujuan tertulis

DewsspPegeglaiussatDiavgkatdeatpsugddesgbn
PASAL 29 PERWAKILAN

1. Perwakilanadalahseorangataulebihanggota\Wanita Katolik
RI yang ditunjukdan/ataudiusulkanoleh PimpinanDewan
Pengurusuntukbertindaksebagaiwakil organisasiatau
Lembaga lain, dimanaWanita KatolikRI berkedudukan
sebagaianggotaorganisasitersebut, baikdi Tingkat Nasional

maupuninternasional




Hal.48-49
2. Perwakilanberadadibawahkoordinasidan
bertanggungjawab kepadaPimpinanDewanPengurus
yang menunjuk

3. Perwakilanyang ditunjukuntukmenghadirisuatu
pertemuandan/atauforum komunikasidisebutUtusan
dan melaksanakantugasberdasarkanpenugasan

4. Hakdan KewajibanPerwakilan:
a. Perwakilan berhak mendapatkan informasi tentang
perkembanganOrganisasi danarahanberkaitan
dengansikapWanita KatolikRl dalammenanggapi
suatu persoalan

b. Perwakilanwajibmenyuarakanaspirasi\Wanita

Katolik Rl,untuk ituharus berkoordinasidengan




PASAL 30 KADERISASI (hal.49)

1. Kaderisasibertujuanmembangunpemahaman
seluruh anggota tentang spiritualitas, hakekat
keberadaanmekanismekerja serta maknakarya
pengabdianWanitaKatolikRI dalammasyarakat

2.Kaderisasidilaksanakanoleh TimKaderisasiyang
ditunjukdan diangkatoleh Presidium Dewan

ESAMER RsRhgRagg mekanisme yang diatur

3.Kaderisasidapatdilengkapidenganmateri selaras
dengankondisidan berbagaipersoalanyang
dihadapimasyarakat,untukdapatmenjadisumber

insnira<idi dalammenialankanoroaram keria




BAB VIII KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU (hal.50)

PASAL 31TKEKAYAAN

1.luran merupakankewajibanAnggotasebagaiperwujudan
solidaritasdan subsidiaritassertatanggungjawabbersama

dalamrangkamembangundan merawatorganisasi

2. Setiaptingkatkepengurusanwajibmenyerahkanuang iuran
kepadaDewan Pengurussatutingkatdi atasnya

3. Pembagianiuranadalahsebagaiberikut:
a. 50% untukDewan PengurusRanting b. 20%
untukDewan PengurusCabang C. 20%
untukDewan PengurusDaerah d. 10%
untukDewan PengurusPusat

4. Jumlahuang iuranditetapkandalamketentuantersendiri

5. KekayaanOrganisasiyangberupabendatidakbergerakwajib
dicatatkankepadaDewan PengurusPusat sebagaiasset




Pasal32 TAHUN BUKU (hal.50-51)

1. Laporan keuangan wajib dilakukan setiap tahun kepada
kepengurusan satutingkatdi atasnya
Laporan keuangan tersebut menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Laporan Tahunan

2.Pertanggungjawabankeuangandilaksanakanoleh:
a. Dewan PengurusPusat kepadaKongres
b. Dewan PengurusDaerah kepadaKonferensiDaerah

c. Dewan PenguruCabang kepadaKonferensiCabang

8. Perare fksgukebantyakdiadaianatolggotaRanting

a.AkuntanPublik untukDewanPengurusPusat,satusampai
tigabulansebelumrapatParipurnaMasa Bakti

b.Tim Verifikasiuntuksemuatingkatkepengurusandalam
RapatParipurnaMasa Bakti




BAB IX ATRIBUT ORGANISASI (hal.51-52)
PASAL 33 ATRIBUT ORGANISASI

1.AtributWanita KatolikRI terdiriatas:
a.Lambang/ LencanaOrganisasi

b. StempelOrganisasi

c. VandelOrganisasi

d. Pakaian Seragam

e.PapanNama Organisasi

2. Mars dan HymneWanita KatolikRI

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PASAL34PERUBAHANANGGARANRUMAHTANGGA

AnggaranRumahTanggadisempurnakandan
ditetapkan dalamKongres




BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI (hal.52-53)

PASAL3SPEMBUBARANORGANISASI

1.PembubaranTingkat Daerah, Cabang, maupunRanting
diatur denganperaturantersendiri

2.HartamilikDaerah, Cabang sertaRanting yang
dibubarkandiserahkan kepadaDewanPengurus satu
tingkatdi atasnya

3. AnggotaRantingatau Cabangyangdibubarkandapat
menggabungkandiripada Ranting atauCabang terdekat

BAB Xl PENUTUP
PASAL 36 PENUTUP
1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam
AnggaranRumah Tangga, diatur lebihlanjutoleh Dewan
Pengurus Pusat dantidakbolehbertentangandengan
AnggaranRumah Tanggaini




Hal.53
2.Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini mulai
berlaku, semuaketentuanperaturanpelaksanaan
dari anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan
masih tetap berlakusepanjangbelumdigantidan
tidak bertentangan denganketentuan dalam
AnggaranDasar dan AnggaranRumah Tanggaini
3.Apabilaterdapatperbedaan tafsir mengenai suatu
ketentuan dalam anggaranAnggaranRumahTangga
tafsir yang sahyang ditetapkanoleh Dewan

4. Arguauandldosstt Tanggainimulaiberlakusejak
saatdisahkandanditetapkandalamKongresXXI
Tahun 2023
Ditetapkandi:Jakarta-KongresXXI
pada tanggal:20 Oktober 2023




